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 Populasi 95 juta Indonesia 260 juta (3xvietnam)
 Luas tanah 330000 km Indonesia 1800000 km  (6xvietnam)
 Garis pantai 3000 km Indonesia 99000 (30xvietnam)
 ZEE 1 juta Km Indonesia 2.9 juta km (3xvietnam)

 Ekspor perikanan 7 M usd Indonesia 4 M Usd (0.6 xvietnam)
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Industri Perikanan Nasional masih Terpusat di Jawa

Sebaran Industri Pengolahan Ikan tahun 2015
KETERANGAN

Jumlah Total UPI : 61.603 unit
• Skala besar = 718 unit*
• Skala MKM = 60.885 unit**

Sumber:
*) Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) 2015
**) BPS, 2015

1,2%

98,8
%

Omzet per tahun:
• UPI Skala Mikro s/d Rp. 300 juta
• UPI Skala Kecil Rp. 300 juta – Rp. 3 miliar
• UPI Skala Menengah Rp. 3 miliar – Rp. 50 miliar
• UPI Skala Usaha Besar > Rp. 50 miliar

Komposisi Unit Pengolahan Ikan (UPI) berdasarkan Omzet per Tahun:
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Salah Satu Kunci Ketersediaan Bahan Baku untuk UPI adalah Cold Storage
Produk ikan segar dan beku (fresh, frozen) adalah produk bernilai tinggi yang membutuhkan cold storage
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Jenis
Pengolahan

Jumlah
UPI

(Unit)

Kapasitas
Terpasang

(Ton/Tahun)
Beku 421 1.572.515
Segar 69 166.732
Kaleng 64 491.460
Asap 10 31.268
Kering 58 83.764
Surimi 14 63.000
Reduksi 35 90.480
Lainnya 47 53.345
Total 718 2.552.564

Sumber : Ditjen P2HP , 2015

Asin
36.49%Asap

14.46%

Jenis Pengolahan Jumlah UPI (Unit)

Pindang 11,616

Asin 22,214

Asap 8,807

Fermentasi 2,598

Pelumatan 3,131

Lainnya 12,519

Total 60,885
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PERIKANAN BUDIDAYA

INDONESIA HARUS LEBIH
MENGUTAMAKAN

PERIKANAN BUDIDAYA



• Udang
• Nila
• Kerapu
• Kakap
• Bandeng
• Patin
• Lele
• Sidat
• dll.
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 Harga yang kurang bisa bersaing

 Spesifikasi yang kurang sesuai dengan pasar
 warna daging patin merah
 bandeng bau tanah
 bandeng rontok sisik
 lele bau anyir dll

 Ukuran yang kurang sesuai dengan pasar

 Kontinuitas supplai (persaingan dengan pasar lokal)
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Perlu Kajian mendalam
dari semua stake holder

untuk meningkatkan daya
saing ikan hasil budidaya
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Food safety (keamanan pangan)

 Traceability (ketelusuran)

 Sustainability (keberlanjutan)
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 Berkaitan dengan petambak, diharapkan petambak
mempunyai catatan tertulis, perlunya sanitasi secara
periodik untuk peralatan panen, perlunya tambak
mempunyai sertifikasi.

 Berkaitan dengan middleman, perlunya kehati-hatian
Karena dari middle man bisa menyebarkan kontaminasi
dari satu tambak ke tambak yang lain, perlu dilakukan
training ke middle man tentang masalah sanitasi dan
penanganan pasca panen, middle man perlu
deregister, perlu dilakukan pengcodean bahan baku dari
middle man

 Berkaitan dengan industri pengolahan, sebaiknya UPI
nantinya hanya membeli bahan baku dari tambak yang
tersertifikasi.

 Berkaitan dengan petambak, diharapkan petambak
mempunyai catatan tertulis, perlunya sanitasi secara
periodik untuk peralatan panen, perlunya tambak
mempunyai sertifikasi.

 Berkaitan dengan middleman, perlunya kehati-hatian
Karena dari middle man bisa menyebarkan kontaminasi
dari satu tambak ke tambak yang lain, perlu dilakukan
training ke middle man tentang masalah sanitasi dan
penanganan pasca panen, middle man perlu
deregister, perlu dilakukan pengcodean bahan baku dari
middle man

 Berkaitan dengan industri pengolahan, sebaiknya UPI
nantinya hanya membeli bahan baku dari tambak yang
tersertifikasi.





1. Melakukan regristrasi tambak secara nasional, setelah itu
semua tambak diharapkan tersertifikasi secara bertahap

2. Regristrasi tambak memerlukan Single Identification
Number,  yang pada 5 digit awal menggunakan Kode Pos
ditambah bbrp digit lagi untuk detail petambaknya

a. Kode pos diakui secara internasional

b. Bisa dilakukan untuk regristrasi tambak dalam
bentuk kawasan
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3. Perlu didesign  konsep dokumen bagi pencatatan di
tambak yang sesederhana mungkin tapi tetap memenuhi
konsep traceability

4. Perlu didesign  konsep dokumen bagi pencatatan supplier
udang yang sesederhana mungkin tapi tetap memenuhi
konsep traceability

5. Sertifikasi INDOGAP perlu segera dilaunching tanpa perlu
menunggu terbentuknya lembaga sertifikasi independen

Untuk sementara sertifikasi CBIB yang sudah ada di declare
sebagai INDOGAP, sehingga UPI bisa segera mempromosikan
INDOGAP ke dunia internasional/buyer.
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6. Perlu dilakukan sosialiasi tentang food
safety, traceability dan sustainability kepada
petambak2 kecil



 Revitalisasi tambak2 terlantar

 Intensifikasi tambak dari tambak tradisional ke semi
intensif/intensif

 Penyediaan sarana dan prasarana pendukung budidaya misalnya
listrik, jalan, irigasi, obat, laboratorium

 Dukungan financing dari perbankan terhadap budidaya
perikanan. Saat ini perbankan masih enggan melakukan
financing terhadap budidaya perikanan karena dianggap terlalu
beresiko, padahal dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat
di bidang budidaya, resiko budidaya sudah tidak terlalu besar.

 Pembentukan kawasan tambak terpadu
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 Misalnya bisa dilakukan revitalisasi 5.000
Hektar Tambak Udang

 Per ha per tahun 30 ton

 5.000x30 =150.000.000 kg x 7 usd
 > 1 M usd
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 Alat Penangkapan pukat hela dan tarik  diperbolehkan terutama
alat tangkap cantrang dan pukat udang yang banyak digunakan
oleh nelayan Indonesia (PERMEN KP no2/2015 permen 71/2016)

 Menyederhanakan dan mempermudah perijinan kapal nelayan.
Pelayanan perijinan kapal penangkap ikan satu pintu saja (KKP)

 Memperbanyak jumlah kapal penangkap ikan tanpa dibatasi
maksimal GT tetapi diatur zonasi penangkapannya

 Memperbanyak jumlah kapal pengangkut  ikan tanpa dibatasi
maksimal GT tetapi diatur dan dimonitor trayeknya

 Pajak penangkapan ikan, besarnya perlu ditinjau kembali agar
produk perikanan Indonesia mempunyai daya saing
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

Perlu dilakukan upaya serius untuk
memasuki/memperbesar pasar di

negara2 “non tradisional” antara
lain Timur Tengah, Eropa

Timur, Korea, Maroko, Rusia, China, Mes
ir, Afrika Selatan dll.
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 Revisi Permen ESDM No. 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik
yang Disediakan oleh PT. PLN terkait dengan pengecualian tarif dasar
listrik saat beban puncak pada industri perikanan

 Revisi Kep. Menakertrans No.: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, terkait dengan revisi
definisi tenaga kerja inti dan pendukung bidang perikanan

 Revisi Permen Keuangan No 124 Tahun 2013 tentang Pengurangan
Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak
Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri
Tertentu, terkait dengan usulan memasukkan industri perikanan ke
dalam industri padat karya yang mendapat fasilitas pengurangan PPh

 Revisi Peraturan Menteri Keuangan No.121/PMK.011/2013 tentang Jenis
Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor
yang dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, terkait dengan
pengecualian PPnBM peralatan sarana sistem rantai dingin

 Revisi Permen ESDM No. 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik
yang Disediakan oleh PT. PLN terkait dengan pengecualian tarif dasar
listrik saat beban puncak pada industri perikanan

 Revisi Kep. Menakertrans No.: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, terkait dengan revisi
definisi tenaga kerja inti dan pendukung bidang perikanan

 Revisi Permen Keuangan No 124 Tahun 2013 tentang Pengurangan
Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak
Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri
Tertentu, terkait dengan usulan memasukkan industri perikanan ke
dalam industri padat karya yang mendapat fasilitas pengurangan PPh

 Revisi Peraturan Menteri Keuangan No.121/PMK.011/2013 tentang Jenis
Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor
yang dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, terkait dengan
pengecualian PPnBM peralatan sarana sistem rantai dingin



 Pembangunan jaringan irigasi, jalan produksi, pengolahan
limbah dan sabuk hijau untuk menunjang produksi perikanan
budidaya di 12 provinsi

 Pemenuhan pasokan energi listrik usaha budidaya tambak
udang ESDM

 Penyediaan kincir, pompa, genset, eskavator, dan plastik
geomembran/HDPE untuk tambak

 Revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, terkait
dengan usulan memasukkan sistem irigasi untuk perikanan
budidaya

 Revisi PMK Nomor 267/PMK.010/205 tentang kriteria dan/
atau rincian ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan
ternak dan pakan ikan yang atas impor dan/ atau
penyerahannya dibebaskan dari PPN
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 Peningkatan kapasitas produksi perikanan Tangkap
melalui 4.787 unit kapal < 30 GT Bantuan Pemerintah dan
12.536 unit kapal > 30 GT swasta nasional

 Sarana dan prasarana pendukung pelabuhan di 31 SKPT
◦ Air bersih, akses jalan dari dan ke sentra produksi, Stasiun

Pengisian BBM, Perumahan nelayan

 Fasilitas bongkar muat ikan di 10 lokasi Pelabuhan Umum

 Pengerukan alur 6 lokasi pelabuhan perikanan

 Paket percontohan 8.000 LPG dan konventer kit
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PELAKSANAN INPRES 7/2016 dan PERPRES
3/2017 MELIBATKAN BANYAK

INSTITUSI, PERLU DILAKUKAN KOORDDINASI
YANG MATANG ANTAR INSTITUSI SEHINGGA

KEINGINAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN
INDUSTRIALISASI PERIKANAN BISA TERCAPAI
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